LEMEARAN DAERAH
KARUFATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
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PERATURAN DAERAH
KARUFATEN DAERAH TINGKAT II1 SUKOHARJO
NOMOR : S TAHUN 1987

TENTANG
FAJAK FENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 SUKDOHARJO
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pungutan iuran

penerangan jalan umum di
Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharje sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah Tingkat
IT Sukoharjo Nomor 15 Tahun 1984
tentang Iuran Fenerangan Jalan
Umum sudah tidak sesuai lagi

dengan pedoman yang berlaku,
oleh karena itu perlu ditinjau
kembali ' dan diganti dengan

Feraturan Daerah baru;

b. bahwa sehubungan dengan 1tu
Feraturan Daerah tersebut diatas
perlu dicabut dan ditetapkan

Feraturan Daerah tentang Fajak
Fenerangan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-—undang Nomor S Tahun 1974

tentang Fokok-pokok Femerintahan
di Daerah;
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i'/ndang—undanaqg Nomor 1= Tan
1950 tentang Fembentukan DAQikm

: : ADF 3}
daerah Kabupaten dq1‘
Slam

Lingkungan Fropinsi Jawa Tenqah

Undanga—undang Nemor 11/Drt Tahun
1957 tentang Feraturan Umum
Fajak Daerahg;

Feraturan Femerintah Nomer |4
Tahun 1987 tentana penverahan
Sebagian Urusan Femerintahan dj
Eidang Fekerjaan - Umum Kepada
Daerah;

Keputusan EBersama Menteri Dalam
Negeri., Menteri Keuangan dan
Menteri Fertambangan dan Eneragi,
Namor 297 tainun 1932,
Nomor &87/KME.O7/1982, " Nomor
1143 /Kpts/M/Fertamben/1982., ten-
tanag Tatacara Fembiayaan,
Fembayaran dan - Fenyelesaian
Tungoakan Rekening Femakaian
Tenaga Listrik FPLN oleh Femerin-
tah Daerah Tingkat I, tingkat II
dan FPerusahaan Daerah di Seluruh
Indonesiaj;

Surat Keputusan Gubernur Fkepalsa
Daerah Tingkat I Jawa Tenaah
tanggal 23 Mei 1987  Nomer
774/911/1987 tentang Pelaksanaa’
?U”Qutan Fajak di Fabupaten
¥otamadya paerah Tingkat [T =%
Jawa T("n(]f"]=

Dengan...«ese**""
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Dowrmagan Fersebu)yuan Dewan  Perwalbilan Ralwvat
Daerah kabupaten Daerah Tingkat 17 Sukoharijio

MEMUTUSKAHN

Menetaplkan : FERATURAN DAERAH KABUFPATEN DAERAH
TINGKAT 11 SUKOHARJIO TENTANG FAJAK
FENERANGAN JALAN

. BAR T
FETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini yango dimaksud

dengan:
a. Femerintah Daerah adeslah Femerintah

Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo;

bh. Hupali kepala Daerah adalah
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sukoharjos

.M Cabang adalah FPerusahaan Umum
Listrik Negara Distribusi Jawa Tengah
Cabang Surakarta;

n

d. FILN FRanting adalah Ferusahaan Umum
Listrik negara Ranting Sukoharjo,
Kartasura dan Falur;

e. Dinas Fendapatan daerah adalabh . Dinas
Fendapatan Daerah HKabupaten Daerah
Tingkat II Sukobharjo;

f. Fajak Penerangan Jalan adalah pajak
atas penggunaan tenaaga listrik;

a. Inspektorat ..
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(1).

Inspektorat wilayah Habunaten :
Inspektorat Wilayah Kabupaten gdalah
Tingkat II Sukoharjo; ae“h

surat Femberitahuan yang selanjut
disingkat SFT adalah Surat yang cSH
wajib pajak digunakan untuk mElam;h
kan data obyek dan wajib pajak swb;
gai dasar perhitungan dan Pembayar,.
pajak penerangan Jjalan yang terhutmm
menurut ketentuan Feraturan Ferun-

dangan yang berlaku;

Nota Fajak adalah perhitungan
besarnya pajak penerangan jalan vyang
terhutanag yang harus dibayar oleh
wajib pajak, berfungsi sebagai kete-

tapan pajaks;

Surat Ketetapan Fajak yang
selanjutnya disingkat SKF adalah su-
rat ketetapan pajak yang diterbitkan
karena jabatan:

Surat Tagihan Fajak (STF) adaFm
surat untuk melakukan tagihan pajak
dan / atau sanksi berupa denda  ad”
ministrasi;

klas Daerah adalah kKas Daerah .K?mr
paten Daerah Tingkat II SukoharJos

BAER I1 |
NAMA, WILAYAH, ORYEK
DAN WAJIE FAJAK

Pasal 2

Dengan nNnama pajak peneran

-
-« & ="

dipungut
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dipungut pajak kepada setiap peng-
guna tenaga listrik dalam wilayah
Daerah.

(2). Obyek pajak adalah setiap peng-
guna tenaga listrik.

(3). Tenaga listrik sebagaimana dimalk -~
sud ayat (1) pasal ini adalah tena-
aa listrik arus bolak balik vyang
berasal dari FLN.

-

Pasal 2=

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a. Penggunaan tenaga listrik oleh In-
stansi Pemerintah/Pemerintahan Daerah
dan Angkatan‘BgrsenJata Republik In-
donesia yang dananya berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega-
ra/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

b. Fenagunaan listrik pada tempat—tempat
yang digunakan oleh FPerwakilan Diplo-
matik, Ferwakilan Konsuler, Fer—
wakilan PERE serta Bqdan—badan khusus-
nya, Badan atau Organisasi Interna-
sional dan Tenaga Ahli Asing yanaq
diperbantukan kepada Pemerintah Re-
publik Indonesia.

Fasal 4

(1). Wajib pajak adalah orang atau Badan
Yang menggunakan tenaga listrik.

(2). Yang bertanggung jawab atas pemba-
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varan najak adalah :

é. Untuk perorangan adzalak
yang bersangkutan atau kuas

h. Untuk badan adalah penguruys
buasanya.
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BAE 117
DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF Faiay

Fasal S

Dasar perhitungan pajak adalah besarny
tagihan penggunaan tenaga listrik.

a

Fasal &6

(1). Besarnya tarif pajak ditetapkan 2 %
(zsembilan perseratus)

{2). Besarnya tarif pajiak untuk ety
longan industri ditetapkan sebeszar

D4

Z % (tiga perseratus)

(7). Besarnya paiak terhutang dihi-
tung dengan cara mengalikan dasar
perhitungan dan tarip pajak.

' EAR IV
MASA FAJAK, SAAT FAJAK TERHUTANG
DAN SURAT FEMEERITAHUAN

Fasal 7

Masa pajak ada

yYang ditetapk_alah Jangka waktu tertentu

N oleh

Pasal 8..!"‘
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Fasal 8

Fajak terhutann dalam masa osjak terjadi
pada %aaf penacunaan tenaga liztrik.

Fasal @9
(1). Setiap wajib pajak mengisi SFT

). SFT sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini harus diisi dengan jelas,

benar dan lengkap.

(Z). Bentuk, isi dan tata =carz npengisian
SFT ditetapkan oleh Bupati Kepala
daeran.

(1. Untuk penaenaan pajak Bupati kKepala
Daerah menerbitkan Nota Fajak.

(2). Rentuk, isi dan kwalitas Nota Fa-
Jak, SKF dan .STP ditet tapkan oleh
Eupati Kepala da=srah.

Fasal 11

{1). Apabila berdasarkan hasil pemerik-
saan atau data lain ternyata jumlah
yang terhutang kurang =tau tidak
dibayar, maka dalam jangka waktu
lima tahun sesudah saa terhutang-
nya pajak atau berakhirnya masa

pa_jai‘f...---....--
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pajak, Bupati Kepala daerah g3
mengeluarkan surat Kétetam“
Fajak karena Jabatan. Fan

(?). Ketetapan pajak sebagaimana dimak-
sud ayat (1) pasal 1ini ditambahkan

dengan tambahan pajak sebesar 50 Y
(1ima puluh perseratus) dari pokok

pajak.

BAER VI
TATa CARA PEMEBAYARAN DAN PENAGIHAN

Fasal 12

wajib membayar pajak
ktu tem-
sesuail

(1). Wajib pajak
terhutang ke Kas Daerah wa

pat lain yang ditunjuk
dengan waktu wvang ditentukan.

keterlambatan atas pembayaran paijak
dapat dikenakan denda administrasi
sebesar 10% dari pokok pajak terhu-
tang dengan penerbitan STF.

cud ayat (2

(3). STFP sebagaimana dimak '
leh Bupatl

pasal ini diterbitkan O
kepala Daerah.

Fasal 13
kepada aparat pelaksana p9mungutan pajai
penerangan jalan diberikan uand Pefa"g-
sarrg 5% (lima perseratus) dari realisas’
penerimaan.
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Fasal 14

Bupati kKepala Daerah dapat menghapuskan
tagihan pajak yang terhutang sebagian
atau seluruhnya sesual dengan keten-
tuan yang berlaku.

Fasal 15

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda
administrasi vyang tercantum dalam nota
pajak, SKF dan STF dapat ditagih
dengan Surat Faksa.

EAER VII
KERINGANAN DAN FEMEEERASAN FAJAEK

Fasal 16

(1). Bupati Kepala Daerah dapat mem-
berikan keringanan dan pembebasan
pajak.

<) . Keringanan dan pembebasan terhadap
pemakaian tenaga listrik pada
tempat—tempat yang digunakan sema-
ta-mata untuk melayani kepentingan
dibidang Ibadah, Sosial, kKesehatan,
Fendidikan dan kKebudayaan Nasional
yang tidak dimaksudkan untuk mempe-
roleh keuntungan ditetapkan oleh
Rupati kKepala Daerah.

(3). Tatacara pemberian keringanan dan

kebebasan pajak ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah. :
BAER VIIT.........
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BAER VIII

FERERATAN DAN EAND ING

Fasal 17

(1). Wajib pajak dapaF menygajukan
keheratan secara. tertulis atas
hetetapan Paigbpkfbada Bupati kKepgs-
la Daerah. &

(2). Bupati FkKepala Daerah dalam wak ty
paling lama & (enam) bulan sejalk
surat keberatan diterima harus
memberikan keputusan atas keberatan
yana diajukan.

(Z). Apabila dalam jangka waktu & (enam)
bulan tidak ada jawaban atau kepu-
tusan dari Bupati Kepala Daearah,

maka keberate's pajak dianggap dite-
rima.

(4). Kewajiban untuk membayar pajak
tidak tertunda dengan diajukannya
surat keberatan sebagaimana dimalk-
sud pada ayat (1) pasal ini.

Fasal 18

dapat mengajukan banding
Pertimbangan Fajak terha-

Bupatlhfputusa” Yang ditetapkan cleh
sud pai?ala.Daerah sebagaimana dimak-
wak ty zfd:..l’ avat  (2) dalam jangka
k-E‘D\.ltn.us:an dﬁlga) bulan sejak tangagal
ditentulan ;;Ttapkan, menurut cara yanag
imbangan Fajaim Feraturan Majelis Fer-
BABQIX--.-- """"
-
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BGaE TY
FPENGAVGE AN

Fasal 19

Fengawasan atas pelabkeanzan Ferazturarn
Dgerah ini ditugaskan kepada In:pek%@r;§

Wilayah FKabupaten Daerah Tinghst 0
J‘-_Su:.ohar.io dan Pejabat Lain yang ditun-
uk. .

BAE ¥
FETENTUAN FPIDANA

Pasal 20

(1). Barang siapa melanggar ketentuan
pasal 9 ayat (1) dan (2) Perzturan
Daerah ini diancam pidana kurungzn
selama—-lamanya 2 (Tiga) bulan =ztau
denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000C,-
(1lima puluh ribu rupiah).

(2). Tindak pidana sebagaimana dimak—

sud ayat (1) pasal ini adalah pe-

langgaran.

Pasal 21
(1). Selain oleh Penyidik Umum yang ber-—
tugas menyidik tindak pidana.

tindak pidana seba-
dalam FPeraturan
juga dilakukan

penyidikan atas
gaimana dimaksud

Daerah ini dapat '
oleh Fenyidik Fegawal Neger1l Sip1il
dilingkungan Femerintah Daerah

yang pengangkatannya ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-

undangan .. -- "
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iangean yandg berlaku.
iam melavsanakan tugas  pern e
iv.an Penyidilk Fegawal HNeger;

L4 -

1 sebagalimane dimaveud ayat (1)
21 imi berwenang :

eneriméa laporan atau  penga-
duan dari seseorang tentang arda-
nysa +indalk pidana:
melabukan tindakan pertama pads

saat 1tu ditempat bejadian serts
melakubkan pemerllsaan;

Menyuroh herhenti seorang  ters
sanglk A dan memerillhsa tanda

penaenéal diritersangkas;
melzkukan penyitaan benda atau
surat; .
merngamb ] cidil jari dan memer—

ivsa seseorangs:
memanggil ceseorang untuk di-

dengar dan diperiksa sebagal

tersanghka atau caksi;

mendatangk an orang ahli yang

diperlubkan delam Hhubungannyé

denqgan pemerlbksaan perkaras '

merighent ik an penyidikan sete”
darl

1ah mendapat petunjuk
Ferryidar Umum bahwea tiday terda”
pat cukup bukti atau peris stiws
tercebut bukan merupakean l”ddy
pidans dan selanjutnya mel“IUI
Fenyidiy Umum memberitahukan

tersebut hepada penuntulb umum s
tersangka atau keluargany®i »
mengadaban tindakan lain meny
rut hubum yang dapat dlpertdng

gung Jawabkan.

HAB XI---"""
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Hal=tal  vang Bedom diator ool o o Tl
Aturan Dacral inj
Tt olel Tuapat bl oo Dacrabe vy ang
mengenal pelabsoanaannya,

aran diatour Jebih 1an-

Fasal 27

BEjal bor lakunya  FPoratoararg,

baecrrah Pl
Fesrat oo

Davrah Eabupaton Darreal, P
ot (1 Subkoharyo Nomeor | | ahor [RPARY!
Yeng  diundangkan dal am Leemboran
Fabupzlben  Daeral Farmeghb ot [

tangasl 27 Juli 1985 Momor 11
Momor & tentang [uran Foencrangan
Umum,  dinyatakban tidal ber Lk

Dy ahy
Dukobiaryo
“eara J4
Jad an
Fegya .

Fasal 24

FPeraturan Daerab ini mulal ber)alkag
tanggal diundanglan.

Anar supayea csetiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundancan Feraturan
Daerabth  ini dengan pencmpatanny
lLembaran Daerah Kabupatern Daerah
IT Sukoharjo.

ey al

ol am
Tingkat

sukohario. 2 Desenber 1937

FILFERAISKILAN FERYAT DRERAH FUPATT FKEFOLA DACRAH TINGKAT 11

HEATEN DAERAH TINGEAT 11 S OHCRIO
SUFOHARIO
FETL
ttd, ttd,

DIOKD we U0 A Dre. S_FRAFTO
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Terngal 19 April 1995 Nowor @ 972.671,7

Disabiban

Direktorat Jencral
Femer-intaban Ui cear Obtooomi Dasraby
Direktur Fembinaan Pemmvarintaben Daorah
ttcl

/

Dre . SOET TN
FEMECTIG LITAMA MADYA NITF. OLCOLZ1794

Diundangkan dalam, Lembaran Daerah
Fabupaten Daerah Tingkat 11 Sukobarjo
Nemer @ 11 taban 1997 Seri A No. 1
Fada Tancoal 5 Mei 1997
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttl

Drsse FEMEONG SOETEDIO

-——

Feambina Th. 1

NTF . O1LCORGMO0
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